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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Kredit sindikasi adalah kredit yang umumnya bernilai besar hingga melebihi 
BMPK, atau resikonya besar sehingga dalam proyek tersebut diputuskan untuk 
dibiayai dengan cara sindikasi. Pemberian jaminan, dalam setiap kredit sebenarnya 
adalah hal yang umum dilakukan untuk menjamin kepentingan dari kreditur, pun 
dalam kredit sindikasi. Perbedaannya terletak dari jenis jaminan yang diberikan, 
misalnya dalam kredit sindikasi sudah umum ditemukan bahwa proyek itu sendiri 
ikut dijaminkan oleh debitur, termasuk hingga cessie atas asuransinya. 
Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt/2013 bentuk 
tanggung jawab debitur adalah dengan memberikan jaminan khusus. Jaminan 
tersebut diberikan sebagai jaminan khusus karena meski tidak dimuat secara 
tersurat apakah jaminan tersebut akan diserahkan kepada kreditur tertentu 
(misalnya, bidang tanah A diserahkan kepada PT PDFCI, dst), jaminan tersebut 
diatur secara rinci sebagai sub-perjanjian dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi 
No. 8 tertanggal 28 November 1995, oleh karena itu dalam perjanjian kredit 
sindikasi ini keseluruhan kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Selain 
itu, dalam perjanjian ini jaminannya dijadikan satu kesatuan untuk memudahkan 
administrasi. 
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B. Saran 
Kredit sindikasi adalah salah satu model kredit yang banyak digunakan 
untuk membiayai proyek-proyek dalam pembangunan nasional. Keberadaan kredit 
sindikasi yang menjadi solusi atas terbatasnya anggaran pemerintah jangan sampai 
kemudian menimbulkan masalah-masalah hukum yang sebenarnya bisa dicegah 
atau diminimalisir sejak dari pengaturannya dalam suatu peraturan. Mengingat 
dari resiko yang dikandung dalam kredit sindikasi, serta manfaatnya terhadap 
pembangunan nasional, rasanya perlu dirumuskan peraturan perundang- 
undangan mengenai kredit sindikasi. Supaya dalam peraturan tersebut diatur 
secara jelas (meskipun tidak mungkin mencakup keseluruhan dinamika transaksi 
dalam dunia perbankan, khususnya mengenai sindikasi) paling tidak hal-hal yang 
sifatnya pokok atau fundamental. Misalnya mengenai bentuk tanggung jawab, 
kedudukan para pihak, dsb. Adanya peraturan yang secara jelas dan pasti yang 
mengatur mengenai hal ini tidak akan mengurangi keberlakuan azas kebebasan 
berkontrak, ataupun membatasi ruang gerak dari para pihak, namun justru semakin 
menambah kepastian hukum sehingga bisa jadi makin banyak yang menggunakan 
model kredit sindikasi guna membangun sarana dan prasarana yang berguna bagi 
kehidupan bangsa. 
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